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A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis yang telah dikemukakan,

maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta
peraturan pelaksananya belum mengatur secara tegas mengenai batasan
suatu perbuatan dikatakan sebagai penggunaan secara komersial.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dirumuskan definisi
penggunaan ciptaan secara komersial yang ideal. Penggunaan secara
komersial yang ideal harus dimaknai sebagai perbuatan pemanfaatan
ciptaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan
bukan untuk tujuan sosial kemanusiaan dan bukan termasuk ke dalam
kategori penggunaan secara wajar. Definisi tersebut dapat memberikan
keadilan dan kemanfaatan, baik bagi pencipta maupun bagi pihak-pihak
yang memanfaatkan ciptaan secara wajar dan tidak berorientasi pada

keuntungan ekonomi.

. Mekanisme pengawasan penggunaan secara komersial atas lagu/musik

perlu dilakukan karena pada saat ini belum terdapat batasan yang jelas
terhadap batasan penggunaan secara komersial dan perbuatan
penggunaan ciptaan secara wajar yang dikecualikan untuk membayar

royalti. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penguatan
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terhadap fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk
mengawasi penggunaan ciptaaan secara komersial dan melakukan
penilaian terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai
penggunaan ciptaan secara wajar. Pengawasan ini bertujuan untuk
melindungi hak ekonomi pencipta sekaligus memastikan bahwa
penggunaan ciptaan secara wajar tidak melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terkait hak cipta.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka

penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1.

Pemerintah perlu mengkaji dan merumuskan kembali norma yang
mengatur pengertian penggunaan secara komersial dalam Pasal 1 Angka
24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Perumusan norma tersebut semestinya bukan menekankan pada sifat
komersial suatu perbuatan, melainkan tujuan perbuatan tersebut
dilakukan. Perbuatan komersial yang ditujukan untuk sosial
kemanusiaan dan pemanfaatan secara wajar (fair use) semestinya
dikecualikan dari kategori perbuatan komersial.

Pemerintah perlu membentuk lembaga yang bertugas mengawasi
penggunaan secara komersial. Keberadaan lembaga pengawas
bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta memperoleh haknya

secara adil dan memastikan bahwa setiap penggunaan ciptaan secara
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komersial oleh pihak yang bukan pencipta, dilakukan secara adil, yaitu
tetap membayar royalti. Lembaga pengawas juga perlu diberikan
kewenangan untuk menilai sejauh mana suatu perbuatan dikategorikan
sebagai fair use, sehingga dapat dikecualikan dari kewajiban

pembayaran royalti.
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